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| | { ersebut, Dimana masih
banyak pekerjaa 7 Aldmn ng memerlukan  sistem
ori erjalanan dinas.

| : "A opa menunjukkan
bahwa tata kclnla pemerintahan yang bsu]-: dapat tercipta metalm program sistem
berbasis digital yaitu Smart SPPD yang optimal. Hal ini di dukung dan dapat dilihat
dari proses pelaksanaannya yang sesuai dengan prinsip prinsip good government,
dapat disimpulkan bahwa Pelayanan yang baik juga bisa menjadi salah satu kunci
terciptanya suatu tata kelola pemerintahan yang baik. Sehingga sistem manajemen
administrasi cermat surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) yang diterapkan
pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dapat menciptakan good
government.

Kata Kunci : Tata Kelola (Good Government), Aplikasi Smart SPPD
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PENDAHULUAN

A. Latar Belakang
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di saat ini pun
memberikan manfaat yang sangat besar bagi semua instansi pemerintahan
maupun swasta serta masyarakat sekitar, teknologi ini akan sangat membantu
pekerjaan menjadi lebih efektif dan efesien (Sari, DR, 2018). Pemanfaatan

sistem teknologi juga untuk mengoptimalkan kegiatan operasional yang

mampu membantu proses pengumpulan, pengolahan. dan analisis data,
schingga dapat mempercepat proses pengambilan keputusan. Karena teknologi
informasi memegang peran dalam memangkas birokrasi yang berbelit, maka




efektivitas dan efisiensi kerja organisasi akan semakin meningkat. Dengan
teknologi pula standar kepastian pelayanan yang terukur bisa diwujudkan
(LAN., 2019),

Pemerintah bﬂgﬂiman at mengkesampingkan keberadaan

teknologi informasi k an sarana yang paling

ebijakan-kebijakan

nnnnn

ini dibuat untuk mewujudka
pemerintahan yang bersih, efektif, transparan dan akuntable yang berbasis
elektronik. Menjadi bagian dari penerapan Revolusi Industri 4.0 sebagai salah
satu terobosan dalam dunia pemerintahan di Indonesia. SPBE Jjuga menjadi
katalis dalam menuju Smart Governance, Platform kebijakan SPBE disusun

guna mensinergikan pembangunan SPBE di Pemerintah Pusat dan Pemerintah

Daerah (Sulistyowati. D, 2019).




Tata kelola dan manajemen sistem pemerintahan berbasis elektronik

secara nasional juga diharapkan untuk menumbuhkan keterpaduan dan

efisiensi sistem pemerintahan berbasis elektronik. Pemerintah pusat dan

S -~
BENERN
N

Perintah Perjalanan Dinas yang selanjutnya disebut SPPD adalah Surat
Perintah kepada Pejabat Negara, Pimpinan dan Anggota DPRD, Pegawai
Negeri Sipil, dan Pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
Pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru dalam
menyelenggarakan tugas dan fungsinya dengan melakukan kegiatan perjalanan
dinas ke luar kota atau daerah tentunya terlebih dahulu mengurus Surat

Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) merupakan Surat Dinas yang digunakan




untuk kepentingan pekerjaan formal seperti instansi, dinas dan tugas kantor,

dalam kedinasan ketika seorang Aparatur Sipil Negara (ASN) di perintahkan

untuk melakukan tugas tertentu untuk melakukan tugas ke Daerah maupun

7 //’ "ll\\“\\
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aplikasi berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Terkait permasalahan diatas serta pengamatan untuk menghadirkan
sebuah solusi, Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru
telah menggagas inovasi proyek perubahan dalam pengelolaan
administrasi secara elektronik. Adapun dasar ide atau gagasan inovasi
tersebut sesuai Peraturan Presiden Republik Indonesia No 95 Tahun 2018

tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) bahwa dalam




menciptakan tata kelola pemerintahan bersih, efektif, transparan dan
akuntable serta memberikan pelayanan publik yang berkualitas dan

terpercaya, perlu melakukan penerapan sistem pemerintahan berbasis

kinerja aparatur, karena ini berupa pengajuan secara online oleh pegawai yang

akan mengajukan surat perintah perjalanan dinas kapan pun dan dimana pun
tidak harus pergi ke kantor, akan tetapi bisa langsung melalui aplikasi atau
webiste yang telah disediakan. Selain itu, persetujuan SPPD ini juga
memudahkan proses persetujuan berjenjang bagi pegawai staf yang berupa
cepatnya proses persctujuan kepada atasan tanpa menemui pejabat yang
bersangkutan. Bagi atasan kemudahannya bisa melakukan persetujuan




walaupun sedang tidak berada di kantor, bahkan ketika atasan berada di luar

kota sekalipun masih bisa melakukan persetujuan karena proses persetujuan

bisa dilakukan lewat aplikasi tersebut.

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan pada latar belakang masalah tersebut, maka penulis
mengajukan rumusan masalah yaitu :
Bagaimana Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat
Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten

Barru ?




C. Tujuan Penelitian
Beidasarkan latar belak dan rumusan masalah di atas, tujuan

penelitian ini adalah :

Untuk mengetahui -
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TINJAUAN PUSTAKA

A. Penelitian Terdahulu
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lama. Oleh lantaran itu, dibuatlah
sebuah  aplikasi  pelaksanaan
perjalanan  dinas menggunakan
memakai metode unified yang
diperlukan bisa membantu
mempermudah  pegawai  pada

perjalanan dinas,
3. | Rahmawati, | “Penyalahgunaan | Bertujuan  buat  menganalisis
(2017) Wewenang penyalahgunaan wewenang pada




Dalam Perintah

Perjalanan Dinas

yang Berimplikasi

Korupsi”

[
4 A
di
pelayi
9
®

pengem A
perjalanan b
membantu , pa
dinas.. Peneliti

perintah perjalanan dinas, yang
mungkin berdampak dalam korupsi.
Berdasarkan output penelitian bisa
berikut: adalah Standar dalam
alahgunaan kekuasaan pada
pidana  korupsi masih
terhadap konsep dari

- kekuasaan pada

administrasi &

kekuasaan

kumen
pada
laksanaan

44
rlukan bisa
tan perjalanan

wewenang pada

perintah perjalanan dinas yakni berimplikasi korupsi atas standar penyalahgunaan
kekuasaan pada tindak pidana korupsi masih mengacu dalam konsep

penyalahgunaan kekuasaan pada aturan hukum administrasi & konsep

penvalahgunaan kekuasaan pada tindak pidana.

Berdasarkan beberapa hasil penelitian terdahulu di atas, maka dapat di

simpulkan bahwa di atas memeliki keserasian dengan penelitian yang akan di

lakukan oleh penulis vaitu membahas mengenai sistem surat perintah perjalanan




dinas (SPPD). Namun perbedaanya pada penelitian ini, yaitu pada penelitian ini
lebih mengarah pada Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat
Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

B. Kajian Pustaka

1. Konsep Tata

/’ N[k ‘\
?. 'l‘ -

T‘\

(Nawawi J. 2012). Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa tata kelola
adalah suatu kegiatan yang dilakukan secara terstruktur dan sistematis dalam
menyusun, merencanakan, menganalisis, dan menetapkan perencanaan agar
mencapai tujuan yang ditetapkan. Tata kelola akan berjalan dengan baik
apabila memiliki wadah organisasi yang mendukung, meningkatkan inovasi.
serta adanya regulasi pendukung dari pemerintah (Maftuchah | & Hadad D
M, 2015). Tata kelola akan terlaksana dengan baik jika memiliki budaya




organisasi yang kondusif, serta menetapkan fungsi-fungsi manajemen dengan
baik, dan dilaksanakan saling berkesinambungan satu sama lain, sehingga

overnance yang

My ™\
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’ alam kehidupan
an hukum yang

adil tanpa membedakan siapa yang dilayani. Oleh karena langkah utama
dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan vang baik adalah melalui
pencgakan hukum yang schat, bersih, dan hasilnya dapat
dipertanggungjawabkan di hadapan masyarakat.

3) Transparansi Keterbukaan informasi merupakan salah satu lambang tata
kelola pemerintahan yang baik. Keterbukaan menyangkut semua aspek

vang berkaitan dengan kepentingan umum.

11




4) Daya Tanggap Daya tanggap merupakan kemampuan dalam menerima
keluhan dari para pemangku kepentingan.
5) Konsensus Dalam menyelesaikan masalah berdasarkan asas kekeluargaan

dan menggunakan sistem g
6) Akuntabilitas Me / \

---.,; ::::
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2) Akuntabilitas Bermakna mampu bertanggung jawab dan mempertanggung
jawabkan sepala aktivitas yang dilakukakannya. Terutama dalam
pemerintahan yang demokratis atau governance ini, bertanggung jawab
dan mempertanggungjawabkan kepada masyarakat.

3) Transparansi Berarti tidak saja mengarah adanya kejelasan mekanisme

formulasi, implementasi dan evaluasi terhadap kebijakan, program atau

12




aktivitas, tetapi juga terbukanya kesempatan bagi masyarakat untuk
mengajukan tanggapan, usul, maupun kritik.

4) Profesionalisme Mengarah kepada baik skill, kemampuan maupun

Sutabri (2012) dalam bukunya yaitu Analisis Sistem Informasi
mendefinisikan sistem informasi adalah suatu sistem di dalam suatu
organisasi yang mempertemukan kebutuhan pengelolaan transaksi harian
vang mendukung fungsi organisasi yang bersifat manajerial dalam kegiatan
strategi dari suatu organisasi untuk dapat menyediakan laporan-laporan yang
diperlukan kepada pihak luar tertentu.

Terdapat tiga aktivitas dalam suatu sistem informasi, yaitu inpu/,

13




process, dan owtput, yang diperlukan oleh organisasi untuk membuat
keputusan, mengendalikan operasi, meneliti permasalahan dan menciptakan

produk baru atau jasa. /nput adalah aktivitas menangkap atau mengumpulkan

data mentah dari dalam organisisi atéu dari lingkungan eksternal organisasi,

it

3. Konsep Administrasi
Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), administrasi merupakan
kegi atan vang diperolech dengan cara menetapkan tujuan bersama yang
berkaitan dan pemerintahan, organisasi dan tata usaha.
Menurut Sondang Siagian, administrasi merupakan keseluruhan proses
kerjasama yang dilakukan oleh beberapa orang sehingga memperoleh tujuan

tertentu. Menurut Philip M Hajon, administrasi merupakan sebuah kegiatan




yang meliputi kerjasama dalam lingkungan pemerintahan, meliputi lembaga
eksekutif, lembaga legislatif, dan lembaga yudikatif vang memberikan

pelayanan terhadap masyarakat (Philip, M. H. et Syarifuddin, 2010).

rapat, pencatatan, pengarsipan, dan lain- lain.
Dalam proses pelaksanaan kegiatan administrasi, harus memiliki unsur
yang saling berkaitan antara satu dengan yang lain. Unsur tersebut meliputi:
a. Organisasi, vaitu tempat atau wadah kegiatan dilakukan.
b. Manajemen, vaitu kegiatan untuk menggerakkan kelompok orang yang
dimulai dari perencanaan, pembuatan keputusan, pembimbingan,

pengoordinasian, pengawasan,

15




¢. Komunikasi, yaitu penyampaian informasi dalam rangka mewujudkan
kerjasama.

d. Kepegawaian, yaitu pengaturan atau yang menangani masalah pegawai.

//t/l%wa \\i\
//P ( l“ \\ ’

Menurut (Wati & Selfiana, 2016) menyimpulkan bahwa “Perjalanan
dinas adalah kegiatan dinas yang dilakukan oleh pimpinan perusahaan yang
bertujuan untuk melakukan transaksi bisnis, yaitu meninjau perusahaan di
luar kota, bernegosiasi dengan klien, membuka pasar baru, atau untuk

menghadiri seminar dan konferensi”.
Menurut (Lestari & Purnama Dewi. 2017) menyimpulkan bahwa

“Perjalanan dinas adalah sebuah kegiatan perjalanan yang dilakukan untuk

16




mewakili sebuah lembaga atau perusahaan, dengan maksud dan tujuan
tertentu, yang dibiayai olch lembaga atau perusahaan™.
Sehingga dari pendapat tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa

2) Sarana transportasi
Dapat dibedakan menjadi perjalanan dinas melewati darat, udara dan

laut.

3) Waktu
Lamanya waktu di bedakan menjadi perjalanan dinas dalam 1 hari dan
perjalanan dinas lebih dari 1 (satu ) hari.

4) Wilayah

§ O ————

’ MILIK PERFUSTARARN |
UNTSHUH MAK AS3AR j

.




Wilayah negara tujuan dibedakan menjadi perjalanan dinas dalam

negeri dan luar negeri.

dan efektif.

b) Transportasi, meliptui transportasi kebernagkatan, transportasi |
kepulangan, transportasi lokal selama menjalankan tugas kedinasan.

¢) Menentukan beberapa alternative tranasportasi

d) Sekretaris harus mengetahui secara pasti tempat tujuan perjalanan

¢) Lama perjalanan dinas. Untuk perjalanan dinas yang cukup lama akan

18




efektif jika menggunakan kendaraan pribadi, jasa biro perjalanan,
dengan kereta api, dan sebagainya.

f) Untuk menyusun rencana transportasi, sebaiknya sekretaris memiliki

' /
V4 \\‘ “”/"//

* \\; =
cmpat wjuan perjalanan dinas
~ J "'o,'l ) s‘: )

} ‘\\“
2 o
VAN TN
UE menany ! g

Untuk perjalanan dinas seperti seminar, rapat kerja, dan sejenisnya,
biasanya biaya sudah termasuk biaya akomodasi dan konsumsi.

3) Perencanaan keuangan

Semua biaya perjalanan dinas yang harus dibayarkan kepada pihak yang
bepergian dibuatkan suatu dafiar yang disebut dengan Perhitungan Biaya
Perjalanan Dinas.

d. Macam-macam Perjalanan Dinas

19




Dalam perjalanan dinas diperlukan beberapa dokumen penting yang

harus dimiliki oleh pimpinan atau karyawan yang akan melakukan perjalanan

dibutuhkan berbeda-beda tergantung pada jenis transportasi yang

Menurut Wursanto dalam (Sedianingsih, 2017) jenis dokumen

eksternal antara lain:

a) Kartu Tanda Penduduk (KTP). Kartu Keluarga, dan ijazah
pendidikan terkahir. Dokumen-dokumen tersebut diperlukan

20




untuk mengurus paspor.
b) Paspor
Paspor merupakan tanda bukti kewarganegaraan atau tanda bukti

merupakan sebagai tanda bukti suatu perjalanan pekerjaan yang
diberikan oleh atasan atau pihak berwenang kepada karyawan yang
ditujukan untuk bertugas (Developer, 2020). SPPD bisa disebut sebagai
surat izin untuk karyawan dalam melakukan pekerjaan mereka.

Dengan adanya bukti perjalanan kerja atau dinas menjadikan
karyawan mudah dalam melakukan pekerjaan mereka. Bukti surat ini
sering digunakan sebagai tanda bukti untuk karyawan dalam melakukan

21




perjalanan dinas atau kerja yang dilakukan di luar kota dengan jangka
waktu yang sudah ditentukan oleh pimpinan sebelumnya. Tentunya

dalam menjalankan tugas dinasnya, karyawan yang diberi tugas harus

S
N

!"" \

o tugas den'
ZZZTA\
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yang diberikan, Oleh sebab itu, surat perintah perjalanan dinas ini sangat
dibutuhkan serta penting dalam pembuatannya.
c. Isi surat perjalanan dinas

Isi surat dinas tentunya sebagai suatu bentuk perizinan serta
penjelasan tentang tugas yang diberikan serta waktu dari tugas tersebut.
Selain sebagai izin dari sebuah tugas, SPPD juga berisi nama petugas atau

jabatan pemberi tugas, nama dan nomor induk dari petugas yang diberi

22




tugas, tugas atau perjalanan dinas yang ditujukan serta wakiu yang

diberikan. tujuan dari perjalanan dinas tersebut, serta perhitungan biaya

atau akomodasi sclama melakukan tugas.

2) Bagian isi surat
Pada bagian isi surat menjelaskan tentang maksud serta tujuan dari
pembuatan surat tersebut. Dengan memberikan nama dan jabatan dari
pegawai yang diberikan tugas. Selain itu juga menjelaskan tugas apa
yang akan dilakukan serta jangka waktu dalam melakukan tugas

tersebut. Isi vang diberikan atau ditulis pada SPPD harus jelas serta
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menunjukan keterangan secara rinci tugas yang akan diberikan dengan
tidak melupakan menggunakan bahasa Indonesia yang efektif dan

sesuai dengan ejaan yang benar,

dan arah dalam melakukan penelitian dilapangan. Dengan begitu maka
kerangka pemikiran pada penelitian ini adalah sebagai berikut :
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Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah
Perjalanan Dinas (Smart SPPD) Pada Sckretariat Daerah
K abupaten Barru

terapkannya aplikasi Smart  SPPD akronim dari Sistem Manajemen

Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas pada kantor Sekretariat
Kabupaten Barru meliputi Indikator dalam Tata Kelola Kepemerinthan yang
baik (Good Government) yaitu Kepastian hukum, akuntabilitas, transparansi,

profesionalitas, partisipasi.




E. Deskripsi Fokus Penelitian

Untuk memahami kerangka pikir penulis menghindari interprestasi yang
berbeda, maka dirumuskan deskripsi fokus penlitian dengan sub variabel yang

kejelasan bagi pihak tertentu untuk memperoleh informasi tentang
penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses
pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai di dalam
penerapan sistem manajemen administrasi cermat surat perintah perjalanan
dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

4. Professionalitas yang dimaksud adalah mengarah kepada kemampuan
maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh seluruh komponen melalui
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dinas (Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru sehingga dapat
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BAB I

METODE PENELITIAN

A. Lokasi dan Waktu Penelitiar

peneliti berada di kantor

nelitian S
o~y 7w -
RN R -y
at peria Smart SPPD) P
g

Tipe penelitian yang digunakan yaitu deskriptif, kegiatan dalam penelitian
ini akan memperoleh data dari informan-informan yang mengetahui dengan
Jelas tentang tata kelola sistem manajemen administrasi cermat surat perintah
perjalanan dinas (Smart SPPD) Pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru, serta
pihak-pihak terkait yang bisa memberikan penjelasan yang valid untuk
dijabarkan oleh peneliti dalam bentuk kata-kata baik dalam bentuk lisan dan

tulisan, agar penelitian ini dengan mudah dimengerti oleh para pembaca.
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C. Sumber Data
Sumber data dalam penelitian terbagi menjadi dua yakni data primer dan
data sekunder. Data primer merupakan data yang diperoleh peneliti secara
zkan data sekunder ialah data yang

e
P =N

L 1
<l v

pegawai aparatur sipil negara, keadaan fisik kantor, sarana dan prasarana
kerja dan data lain.
D. Informan Penelitian
Informan adalah orang yang berada pada lingkup penelitian, artinya
orang yang dapal memberikan informasi tentang situasi dan kondisi latar
penelitian. Penelitian mengenai tata kelola sistem administrasi cermat surat

perintah perjalanan dinas pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru




memerlukan informan yang mempunyai pemahaman yang berkaitan langsung

dengan tujuan penelitian guna memperoleh data dan informasi yang lebih

akurat. Oleh sebab itu, informan yang dimaksud adalah sebagai berikut :

E. Teknik Pengumpulan Data
Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan 3 teknik pengumpulan data
1. Wawancara
Untuk memperoleh data utama dalam penelitian ini adalah melalui

wawancara kepada informan guna memperoleh data yang akurat dan
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relevan. Sebelum melakukan kegiatan wawancara atau mengajukan
pertanyaan-pertanyaan perlu dibuat terlebih dahulu drafl atau kerangka

pertanyaan yang sistematis yang telah dipersiapkan sebelumnya. Hal ini
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dilakukan dengan mengadakan pengamatan langsung ke lokasi dan
melakukan pencatatan secara sistematis mengenai fenomena yang terjadi
baik secara formal dan informal.
F. Teknik Analisis Data
Data yang diperoleh dari wawancara mendalam dilakukan secara manual
sesuai dengan petunjuk data kualitatif serta sesuai dengan tujuan penelitian ini
selanjutnya dianalisis dengan metode “conrent analysis” sebagai berikut, yaitu:
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1. Reduksi Data
Jumlah data yang diperoleh dari lapangan cukup banyak, maka dari

itu perlu dilakukan pematatan secara teliti dan terinci. Seperti yang telah

dikemukakan, apabila se neliti turun ke lapangan, maka data

yang diperoleh jumidhny
i itu pe / T \
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harus mulai mengerti apa arti dari hal-hal yang ia temui dengan mencatat

peraturan-peraturan sebab akibat, dan berbagai proporsi sehingga penarikan
kesimpulan dapat dipertanggungjawabkan.
G. Teknik Keabsahan Data
Data yang terkumpul dilakukan pengabsahan data melalui pengecekan
dengan triangulasi (buktinya melakukan pengamatan yang melibatkan unsur

peneliti, metode dan obyek yang diamati), sesuai pemeriksaan keabsahan data
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yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data bersangkutan untuk
keperluan pengecekan atau sebagai pembanding.
Triangulangi dalam menguji kredibilitas sebagai pengecekan data dari

2L data dilakukan dengan
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BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitiar

e W fh oy
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Pemerintahan Daerah

4. Pemantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan Pemerintahan
Daerah

5. Penyelenggaraan Administrasi Pemerintahan.

6. Pelaksanaan tugas lain vang diberikan yang diberikan oleh Bupati sesuai

dengan tugas fungsinya.
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a. Visi dan Misi Sekretariat Daerah Kabupaten Barru

Visi merupakan arah pembanguan atau kondisi masa depan daerah yang

ingin dicapai, Visi SKPD mengacu pada Visi Kabupaten sehingga dapat

Pt o A Sl

n, | 7/’/%‘”“&55;\\\ () |
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Sekolah / Madrasah.
2) Mengoptimalkan Pemanfaatan Sumber daya Pembangunan untuk
Masyarakat
Arah Kebijakan: Bantuan pada masyarakat miskin.
3) Mewujudkan Tata Kepemerintahan yang Baik (Good Gonernance)
Arah Kebijakan:

a) Peningkatan penerapan tata kelola Administrasi Pemerintahan dan
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Kesejahteraan Rakyat yang transparan, akuntabel dan partisipatif;

b) Peningkatan penerapan tata kelola Administrasi Pereckonomian dan

Pembangunan yang transparan, akuntabel dan partisipatif;
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Gambar 4.1 Sturuktur Organisasi Sekretariat Dacrah Kabupaten Barru




2. Gambaran Umum Profil Aplikasi Sistem Manajemen Administrasi
Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD)

Seiring berkembangnya teknologi informasi dan komunikasi. aktivitas
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vang dihasilkan dari proyek perubahan Diklatpim Il LAN RI, kemudian sudah
bisa di implementasikan sejak 21 juli 2021 di lingkup Bagian Umum
Sekretariat Daerah terlebih dahulu, kemudian di Launching pada tanggal 30
agustus 2021 untuk seluruh bagian yang ada di lingku Sekretariat Daerah
Kabupaten Barru.
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I. Tujuan dari proyek perubahan ini dengan konsep Smart SPPD antara lain:
1) Tujuan jangka pendeck yang akan dicapai adalah: Terwujudnya sistem
pengajuan perjalanan dinas melalui “Smart SPPD™ yang valid cepat, dan
terukur bagi seluruh staf lingkup Bagian Umum Sckretariat Daerah Kab.
Barru,
2) Tujuan jangka menengah yang akan dicapai adalah: Terwujudnya “Smart

SPPD” di seluruh Organisasi Perangkat Daerah Kab. Barru
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3) Tujuan jangka panjang vang akan dicapai adalah : Terwujudnya tata

kelola sistem perjalanan dinas yang bhaik pada seluruh Organisasi

Perangkat daerah Kabupaten Barru.

Gambar 4.3
1. Tampilan Menu bagi Staff User atau Pengguna
2. Tampilan Menu bagi Admin Aplikasi Smart SPPD
3. Tampilan Menu bagi Pimpinan
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Dalam aplikasi Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah
Perjalanan Dinas (Smart SPPD) ini memiliki perbedaan dalam tampilan menu

bagi Seluruh Staf, Admin dan juga Pimpinan seperti dilihat gambar di atas

Dinas (Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

1. Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah
Perjalanan Dinas (Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten
Barru.

Tata kelola merupakan suatu penyelenggaraan atau pengurusan agar
sesuatu yang dikelola dapat berjalan dengan lancar, efekuf dan efesien. Efektif




berarti upaya untuk mencapai tujuan, hasil dan target yang diharapkan dengan
tepat waktu, sedangkan efesien berarti upaya yang mengharuskan penyelesaian

pekerjaan dengan tepat waktu, cepat dan memuaskan. Dengan demikian,

a. Kepastian Hukum

Berdasarkan teori Warsito Utomo (2012) vang harus dipenuhi dan dituntut
untuk terbentuknya good government mengatakan bahwa “terjamin adanya
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta
terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan”.

Pada penelitian ini Kepastian Hukum yang dimaksud adalah terjaminnya

kepastian hukum dan rasa keadilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku
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pengguna yang akan melakukan prosedur perjalanan dinas, terhadap kebijakan
vang telah di terapkan yaitu Aplikasi sistem manajemen administrasi cermat
surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat Daerah

an yang dilakukan di kantor
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Selain memberikan kemudahan bagi pengguna jasa pelayanan, SOP juga akan
memberikan Kepastian Hukum bagi pegawai dalam setiap pelaksanaan tugas
mereka. SOP harus tersedia di setiap instansi pemerintah. Tanpa SOP yang
baik, akan sangat sulit berharap kinerja instansi pemerintah berjalan efektif dan
efisien.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dikemukakan oleh

kepala bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru mengatakan:
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“Terkait kepastian hukum dalam legalitasnya sendiri, sebenarnya kami
terlebih dahulu sudah mengajukan kebagian hukum Sekretariat Daerah
terkait Standar Operasional Prosedur (SOP) terlebih dahulu, dengan
melalui proses tahapan-tahapan yang dijelaskan kepada kami selama
proses asistensi guna memberikan perkembangan yang didasari produk
hukum™, (Hasil wawancara defgan ARR pada tanggal 20 Juni 2022),

A 8, dapat dikemukakan bahwa kepala

\.
S

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa juga dalam

pengimplementasian Smart SPPD ini sudah menyusun SOP yang merupakan

bagian penting dari kepastian hukum dan tertib administrasi pemerintahan
Selanjutnya diperkuat dengan wawancara pengelola produk hukum

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru menyatakan bahwa:

“Sebelumnya itu pada saat proses sosialisasi Smart SPPD ini terlebih

dahulu dibuat atau menyusun SOP yang benar dengan baik, untuk

pelaksanaan aplikasi ini, dan ini aplikasi telah melalui seluruh rangkaian
yang berlaku. kemudian berangkat dari SOP itu nanti ketika sudah
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berjalan lancar, itu nantinya akan ditingkatkan ke regulasi yang mengatur
lebih tinggi, seperti itu update produk hukum yang mendasari aplikasi
Smart SPPD ini”, (Hasil wawancara dengan AW pada tanggal 21 juni
2022).

Kepala Bagian Umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru mengatakan:

“Terkait rasa adil, saya rasa ini telah adil Ini juga merupakan keadilan
yang menjamin bahwa setiap keputusan yang telah ditentukan adalah
demi kepentingan seluruh pihak, dengan di terapkannya Smart SPPD ini
para ASN yang ingin melakukan perjalanan dinas tentunya
mempersiapkan keperluan administrasi perjalanan dinasnya untuk di
ajukan ke operator scbagai admin terlebih dahulu kemudian dari admin
akan langsung lanjutkan kemana di tujukan, hisa melalui Kepala Bagian
di lingkup Setda ataukah Bapak Sekda maupun Bapak Bupau kemudian
pimpinanlah yang memutuskan untuk menkomfirmasi ajuan itu dalam
melakukan perjalanan dinas.” (Hasil wawancara dengan ARR pada
tanggal 20 Juni 2022).




Berdasarkan hasil wawancara diatas, dapat dikemukakan bahwa kepala
bagian umum Setda Barru yang juga selaku penggagas proyek perubahan ini

dalam tata kelola sistem manajemien administrasi cermat surat perintah

&
"""""""

Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.
Flowmap/Alur Sistem yang Berjalan :
Berikut alur sistem yang sedang berjalan pada Surat Perintah Perjalanan
Dinas pada Sekretariat Dacrah Kabupaten Barru dapat dilihat pada flowmap
dibawah ini :
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Pimpinan atau Atasan.

Kemudian sural tugas untuk perjalanan dinas disetujui lalu diberikan
kepada pelaksana.

Pelaksana akan melakukan perjalanan dinas sesuai dengan surat tugas.
Pelaksana telah selesai melakukan perjalanan dinas, hasil perjalanan
dinas dan rincian biaya serta kwitansi akan diberikan kepada staf atau
operator untuk melakukan rekap data untuk dijadikan laporan perjalanan




dinas dan SPJ.
f) Laporan akan dimasukkan ke bagian keuangan untuk dilakukan
pemeriksaan agar biaya perjalanan dinas dicairkan.

b. Akuntabilitas
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1) Pertanggungjawaban

Perwujudan kewajiban untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan
program yang telah diterapkan yaitu sistem manajemen administrasi cermat
surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada Sckretariat Daerah
Kabupaten Barru dalam mencapai tujuan yang diinginkan yaitu efektif dan
akuntabel.

Hal tersebut sesuai dengan hasil wawancara yang dilakukan dengan
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kepala bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru yang
mengemukakan bahwa:

“Pada saat merancang aplikasi Smart SPPD ini sebelumnya telah melalui
uji coba di lingkup terkegil vaitu di Bagian Umum sebelum

A

keberhasilan setelah di uji coba pada lingkup terkecil pada Bagian Umum
kemudian di sosialisasikan ke seluruh bagian yang ada pada Sekretariat Daerah
Kab. Barru.

Berdasarkan pengamatan dan juga merupakan bagian dari pertanggung
jawaban, ketika setclah melakukan perjalanan dinas di kantor Sekretariat
Daerah ASN hendaknya membuat laporan sebagai hasil dari kegiatan yang
telah dilakukan dan mempertanggungjawabkan tugas yang telah diberikan dari




pimpinan. Fungsi dari laporan perjalanan dinas adalah untuk memberikan
penjelasan mengenai hal-hal detail tekait kegiatan selama perjalanan dinas
dilakukan. Dan juga, laporan perjalanan bisa digunakan sebagai bukti bahwa
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“Betul adanya pertanggung jawaban dalam bentuk laporan, kami setelah
melakukan perjalanan dinas pastinya membuat laporan sebagai hasil dari
kegiatan vang telah dilakukan kama ini akan di pertanggung jawabkan
tugas yang di perintahkan oleh pimpinan. Di dalam isi laporan tersebut,
dijelaskan secara detail proses kegiatan yang telah dilakukan.”. (Hasil
wawancara dengan RP pada tanggal 20 Juni 2022).




Peneliti melakukan wawancara observas

mengetahui bagaimana kejelasan tata cara dalam penggunaan aplikasi sistem
manajemen administrasi cermat surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD).

Peneliti melalukan wawancara kepada Operator/admin Aplikasi Smart
SPPD sekaligus fungsional bagian administrasi kepegawaian Sekretariat
Daerah Kabupaten Barru yang mengatakan bahwa:

“Terkait kejelasan tata cara itu sendiri dek, kami telah sosialisasikan tata
cara penggunaan aplikasi Smart SPPD ini pada seluruh bagian yang ada
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pada lingkup Setda Barru bersama bapak Kabag Umum serta Bapak
Kasubag Keuangan”. (Hasil wawancara dengan RP pada tanggal 20 Juni
2022).

Hasil wawancara tersebut dapat disimpulkan bahwa aplikasi Smart SPPD

untuk menggunakan aplikasi aplikasi sistem manajemen administrasi cermat

surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) yaitu:
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Selanjutnya, tata cara membuat surat tugas bagi ASN vang ingin
melakukan perjalanan dinas vang telah termuat dalam aplikasi sitem
manajemen administrasi cermat surat perintah perjalan dinas (Smart SPPD)

sebagai berikut :




Penjelasan terkait Gambar 4.7 di atas merupakan cara pembuatan surat
tugas bagi ASN yang ingin melakukan perjalanan dinas yang termuat dalam

aplikasi Smart SPPD. Caranya vaitu, memilih menu Jogin pada aplikasi

kemudian masukkan wsername dan.

N

Gambar 4.8 Alur Penerbitan Surat Tugas
Berdasarkan gambar di atas merupakan Alur penerbitan surat tugas
ketika selesai mengisi form sebelumnya pada saat ingin membuat surat tugas.

Adapun tata cara proses selanjutnya yaitu sebagai berikut :
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Gambar | : Menunjukan bahwa hasil pembuatan surat tugas dengan icon pas
(jam pasir) pada tampilan yang ada pada aplikasi Smart SPPD itu
berarti surat tugas diproses oleh admin dan selanjutnya akan di

teruskan ke validator'untuk, di verifikasi, bila yakin sudah di
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dalam aplikasi Smart SPPD.
Berikut peneliti mewawancarai kembali pengagas proyek perubahan ini
vang juga sekaligus Kabag Umum Sekretariat Daerah Kab. Barru terkait

dengan alur penggunaan aplikasi ini untuk melakukan perjalanan dinas secara

spesifik yaitu, sebagai berikut :




“Untuk alurnya sendiri untuk melakukan perjalanan dinas di Setda Barru,
biasanya diawali dengan surat tugas terlebih dahulu, ketika menginput
surat tugas tersebut yang termuat dalam aplikasi kemudian dikomfirmasi,
nantinva akan masuk langsung ke admin, kemudian admin yang
menberikan nomor, nah admin inilah yang akan langsung lanjutkan
kemana kita tujukan surat tuga$ tersebut. apakah ke pak Sekda atauka ke
pak Bupati. Ketika pak pak Bupati menyetujui ini akan

f anjutnya untuk penerbitan surat
bisa'kita lihat sendiri ditampilan
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tampilan fitur menu SPPDku lalu pilih fitur tersebut, selanjutnya pilih tanda
(+) tanda ini untuk menbuka keperluan surat, kemudian pilih menu nomor surat
tugas, setelah itu pilih nomor surat tugas yang telah disetujui sebelumnya di
dalam tampilan tersebut akan terlihat nomor surat tugas terbaru akan mucul di

tampilan atas.
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T

muncul berarti SPPD kita telah disetujui oleh pimpinan. Untuk menerbitkanya
tinggal dicetak karna sudah dalam bentuk PDF yang termuat dalam aplikasi
Smart SPPD.
3) Kemampuan memberikan pelayanan dengan cepat

Kemampuan memenuhi pelayanan yang dijanjikan secara cepat dan
terpercaya merupakan bagian dari kualitas pelayanan bagi penggunanya agar
dapat berjalan efektif dan efisien. Dalam tata kelola sistem manajemen
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administrasi cermat surat perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) tentunya ini
merupakan pola perubahan dalam proses pelayanan dengan cepat agar dapat

memberikan kemudahan bagi penggunanya.

Gambar 4.11 Surat Tugas yang termuat dalam Aplikasi Smart SPPD
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Berdasarkan hasil wawancara dengan Kabag Umum Sekretariat Daerah
Kab. Barru telah memenuhi pelayanan yang telah sesuai dengan tujuan

dibuatnya aplikasi Smart SPPD ini yaitu memberikan pelayanan secara cepat

dan terpercaya berupa perce .==/r*‘, rus surat tugas perjalanan dinas serta

keluaran dari surat tugas ter: at perintah perjalanan dinas atau

-

.......

asi Smart SPPD

Hal ini senada juga vang di ungkapkan oleh Admin/Operator dari
Aplikasi Smart SPPD sekaligus juga sebagai fungsional bagian administrasi
kepegawaian mengatakan bahwa :

“Kami selalu berusaha memberikan pelayanan yang baik. sesuai dengan
standar pelayanan berupa standar operasional prosedur. Terkait
pelayanan perjalanan dinas melalui aplikasi Smart SPPD itu saya selaku
adminnya selalu memberikan pelayanan yang terbaik bagi penggunanya
karna ini merupakan juga merupakann bagian dari peningkatan kinerja
dalam melayani”. ", (Hasil wawancara dengan RP pada tanggal 20 Juni
2022).
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Berdasarkan dari hasil wawancara dengan informan maka dapat
disimpulkan bahwa. admin pada Aplikasi Smart SPPD ini terus berusaha

memberikan pelayanan yang terbaik‘bagi pengguna layanan program tersebut

/\
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bagian untuk terwujudnya pelayanan yang tertib administrasi, tertib anggaran,

tertib perencanaan dan tertib pada aturan yang berlaku.

c. Transparansi

Transparansi merupakan salah satu aspek penunjang kinerja pelayanan,
Transparansi bertujuan untuk memudahkan pelayanan terhadap masyarakat.
serta memberikan kemudahan akses informasi.

Pada penelitan ini Tansparansi vang dimaksud adalah prinsip yang
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menjamin keterbukaan atau kejelasan bagi pihak tertentu untuk memperoleh

informasi tentang penyelenggaraannya, yakni informasi tentang kebijakan

serta hasil-hasil yang dicapai dalam penerapan sistem manajemen administrasi

adanya Smart SPPD ini dapat memben transparansi sebuah keterbukaan
rangkaian tujuan perjalanan yang dapat memberi manfaat ke penggunanya.

Adapun hasil wawancara dengan pengagas proyek perubahan ini
sekaligus kepala bagian umum Sekretariat Daerah Kabupaten Barru
mengatakan bahwa :

“Dalam penggunaan Smart SPPD ini memang memberikan keterbukaan
dan transparansi data sehingga terciptanya Proses digitalisasi pelayanan
khususnya pelayanan perjalanan dinas ini, memudahkan tugas
stakeholder eksternal seperti Aparat Pengawas Intern Pemerintah (APIP)




dalam rangka audit atau pemeriksaan terhadap satu instansi, hal ini
disebabkan oleh kemampuan aplikasi Smart SPPD ini dalam menyiapkan
database perjalanan dinas seluruh perangkat organisasi dalam satu
laporan”. (Hasil wawancara dengan ARR pada tanggal 23 Juni 2022).

e T \ M\ B
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i/ (Hamlwawancam dengan aﬁH pada tanggal 20 Juni 21]22}

Berdasarkan hasil wawancara diatas, senada dengan hasil wawancara
sebelumnya juga bahwasanya aspek transparasi adanya aplikasi digital Smart
SPPD dapat memberikan keterbukaan bagi ASN selaku penggunanya yaitu
mengetahui secara detail biaya perjalanan dinas dan juga pemanfaatanya ini
dapat memberikan penguatan dalam pembuatan sebuah laporan karena telah

tertuang ke dalam database secara otomatis pada aplikasi tesebut.
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Sebehucs divalidasi oleh 'kem menerbitkan SPPD”. (Hasil

wawancara dengan RP pada tanggal 20 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa transparansi
pengadministrasian perjalanan dinas yang kini melalui aplikasi digital Sistem
Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart
SPPD) vang selaku admin di tuntut untuk transparan dalam menverifikasi data
vang ingin melakukan perjalanan dinas melalui aplikasi tersebut.

Hasil wawancara oleh pengelola saranan prasarana umum Sekretariat




Daerah Kabupaten Barru pada hasil wawancara yang menyatakan bahwa :

“Implementasi sistem digital menjadi suatu keharusan dalam pengurusan
dokumen perjalanan dinas yang sekarang memakai aplikasi Smart SPPD
karena hal itulah merupakan sn'lah'satucﬁmmmkmmmfabm
transparansi. Aplikasi tersebut’ apabila dikelola dengan baik juga akan
mendorong penguatan tra ran ang kini alur dalam membuat surat
tugas kemm:lmn dike '/ \ D_menjadi terintegrasi melalui
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‘profesionalisme
mengarah kepada kemampuan maupun kompetensi yang harus dimiliki oleh
semua komponen atas tanggung jawab dan tugas yang dibebankan kepadanya™.
Pada penelitian ini profesionalitas yang dimaksud yaitu meliputi pada
kompetensi maupun kemampuan yang dimiliki pegawai dalam penerapan tata
kelola sistem manajemen administrasi cermat surat perintah perjalanan dinas
(Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru,

Berikut hasil wawancara dengan Kepala bagian umum pada Sckretariat




Dagrah Kab Barru menyatakan bahwa :

“Terkait profesionalitas yang mengarah pada kompetensi, sejak
penerapan aplikasi Smart SPPD ini ASN dilingkup Setda selaku
penggunanya terlihat profesional akan kesadaran sistem digital sehingga
budaya yang dulunya dilakukan secara konvensional atau manual
sekarang  mengarah \ otomantisasi  dalam
inistrasian pei / 5. Itulah menjadi tantangan pada saat

cara yang harus dilakukan
) termasuk malakukan
PUNAAT a_phkaﬂl digitﬁ]
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bahwa :

“Adanya aplikasi Smart SPPD ini, kita harus menerima karna ini juga
bagian dari peninkatan kumpetmﬂt kita selaku pengelola administrasi
perjalanan dinas. Melihat saat ini juga pelayanan yang ada sudah banyak
yang dilakukan secara digital dan kita juga berprofesional dalam
menyambut kehadiran aplikasi itu. Selaku admin aplikasi itu telah
memahami  spesifikasi pekerjaan yang diberikan. juga telah
meningkatkan kemampuan dalam mengoprasikan komputer maupun
internet”. (Hasil wawancara dengan RP pada tanggal 23 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa terkait




profesionalitas keberadaan aplikasi Sistem Manajemen Administrasi Cermat
Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD) ini, sebagai penunjang

peningkatan kompetensi Pegawai selaku pengelola administrasi perjalanan

dinas pada Sekretariat Daerah Ks ‘en Barru. Pada era digital saat ini admin

tersebut telah profesic

nnnnnnnn

Perjalanan Dinas Smart SPPD sesuai dengan Standar Operaional Prosedur
(SOP) yang telah ada. Profesionalitas pegawai dalam memberikan layanan juga
merupakan suatu tanggungjawab dari pegawai pemberi layanan, Hal ini sesuai
dengan standar pelayanan administrasi perjalanan dinas pada kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Barru.

Kemudian paparan hasil wawancara dengan asisten umum bapak Sekda

pada Sekretariat Dacrah Kab Barru bahwa :
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“Sebagai pengguna aplikasi Smart SPPD saat ini membuat Kita mesti
profesional dalam menggunakanya sesuai dengan tata cara
penggunaanya vang telah disosisalisasikan sebelumnya™ (Hasil
wawancara dengan DP pada tanggal 23 Juni 2022).
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dalam suatu pembuatan kepustusan dan kebijakan yang dikeluarkan oleh
pemerintah.

Berdasarkan penlitian ini partisipasi yang dimaksud adalah keterlibatan
komponen atau lapisan untuk ikut serta, memberikan hak dalam
menyampaikan pendapat berupa masukan, serta berpartisipasi aktif dalam
keputusan dalam hal tata kelola sistem manajemen administrasi cermat surat

perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat Daerah




Kabupaten Barru.
Berikut hasil wawancara dengan Kepala bagian umum pada Sekretariat
Daerah Kab Barru menvatakan bahwa :

etika menerapkan aplikasi Smart
ar Iaunnhmg terlebih dahulu

sid O s

Hasil wawancara dengan asisten umum bapak Sekda pada Sekretariat
Daerah Kab Barru bahwa :

“Terkait partisipasi penerapan aplikasi Smart SPPD ini, sebelumnya
diadakan launching aplikasi Smart SPPD melalui virtual zoom, yang
turut dihadiri oleh bapak Bupati Kab, Barru serta bapak Sekda Kab.
Barru selaku mentor bapak Kabag umum Setda pada proyek perubahan
ini. Kemudian setelah proses launching diadakan lah sosialisasi
mengenai penjelasan aplikasi ini dan tata cara penggunaanya. antusias
ASN menyambut penggunaan digital nphkas1 dalam pengurusan
perjalanan dinas sangat berpartisipasi dan ini sangat diapresiasi oleh
bapak Bupati dan bapak Sekda atas kehadiran aplikasi tersebut”. (Hasil
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wawancara dengan DP pada tanggal 20 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara dengan informan menyatakan bahwa

terkait partisipasi dalam penerapan aplikasi Sistem Manajemen Administrasi
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“Pada saat ujicoba sistem aplikasi ini dan disosialisasikan. partsipasi
pegawai sangatlah antusias, hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini adalah
diperolehnya dukungan dari stakeholder internal terhadap aksi perubahan
Smart SPPD pada Sekretariat Daerah Kabupaten Barru. Dengan adanya
dukungan ini, maka diharapkan adanya perubahan dapat berjalan dengan
lancar dan dapat meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkup
Pemerintah Kabupaten Barru”.(Hasil wawancara dengan AH pada
tanggal 23 Juni 2022).

Berdasarkan hasil wawancara diatas, menyatakan bahwa bentuk

partisipasi Aparatur Sipil Negara (ASN) sangatlah antusias pada saat ujicoba

sistem aplikasi ini dan pada saat sosialisasi Sistem Manajemen Administrasi




Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat

Daerah Kabupaten Barru. Kemudian hasil dari pelaksanaan sosialisasi ini

adalah diperolehnya dukungan dari stakeholder internal terhadap aksi

keantusiasnya terhadap keterlibatan dalam pelaksanaan apilikasi digital ini.
Selanjutnya diperkuat dengan wawancara selaku pengguna aplikasi
Smart SPPD juga selaku pengelola produk hukum Sekretariat Daerah
| Kabupaten Barru menyatakan bahwa:
“Kami sangal berpartisipasi dalam program ini membantu dalam hal
verifikasi SOP yang benar dengan baik, saya juga selaku pengguna dapat

memahami arahan penggunaan aplikasi Smart SPPD dengan cepat pada
saat disosialisasikan ke kami dan ini sangatlah membantu dalam




percepatan persetujuan surat tugas maupun sppd ke atasan kami ketika
ingin melakukan perjalanan dinas”. (Hasil wawancara dengan AW pada
tanggal 21 juni 2022).

Dari hasil wawancara tersebut menyatakan bahwa telah berpartisipasi

perubahan saat iini sangatlah baik untuk mendorong peningkatan partisipasi
pegawai, ketika ingin mengurus adminstrasi suatu kepentingan melakukan
perjalanan dinas tanpa melalui pihak lain akan tetapi telah melalui aplikasi
digital yaitu Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan
Dinas (Smart SPPD) . ini agar tingkat partisipasi dalam penggunaan aplikasi
itu dapat semakin tinggi. maka sistem digital aplikasi akan terus dikembangkan
dan diterapkan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru,




C. Pembahasan Hasil Penelitian
Berdasarkan dari hasil penelitian yang telah dipaparkan di atas yang

berkaitan dengan “Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat

1. Kepastian Hukum
Pada teori Warsito Utomo (2012) yang harus dipenuhi dan dituntut untuk
terbentuknya good government mengatakan bahwa Tterjamin adanya
kepastian hukum dan rasa keadilan bagi masyarakat maupun pihak swasta
terhadap setiap kebijakan publik yang dibuat dan dilaksanakan”. Terkait
penelitian ini Kepastian Hukum yang dimaksud adalah terjaminnya kepastian

hukum dan rasa keadilan bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) selaku pengguna

T




yang akan melakukan prosedur perjalanan dinas, terhadap kebijakan yang
telah di terapkan yaitu Aplikasi sistem manajemen administrasi cermat surat

perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat Daerah

forman dan observasi yang
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hal perjalanan dinas. Aplikasi Smart SPPD pada kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Barru membawa dampak baik dan juga rasa adil bagi setiap

pengguna aplikasi tersebut serta juga telah melalui ujicoba terlebih dahulu

sebelum disosialisasikan pada kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru,
2. Akuntabilitas

Pada teori Warsito Utomo (2012) menjelaskan bahwa “akuntabilitas




vang bermakna mampu bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan
segala aktivitas yang dilakukannya. Terutama dalam pemerintahan yang

demokratis atau governance ini. Setiap instansi pemerintahan maupun swasta
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dan dilakukan ujicoba pada lingkup terkecil yaitu pada bagian umum
kemudian disosialisasikan keselurug bagian yang ada pada kantor Sekretariat
Dacrah Kabupaten Barru. Berdasarkan pada pengamatan yang juga
merupakan bagian dari pertanggung jawaban, vaitu membuat laporan sebagai
hasil dari kegiatan yang telah dilakukan dalam melakukan perjalanan dinas.
Berkaitan dengan kejelasan tata cara untuk penggunaan berbasis digital

aplikasi yaitu Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah
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Perjalanan Dinas (Smart SPPD) pada Sckretariat Dacrah Kabupaten Barru

telah disosialisasikan tentang alur atau tata cara penggunaanya ke seluruh

bagian dengan jelas dan dapat dipahami. Sedangkan, kemampuan

penyelenggaraannya, yakni informasi tentang kebijakan serta hasil-hasil yang
dicapai dalam penerapan sistem manajemen administrasi cermat surat
perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat Daerah
Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang
dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terkait transparansi pada

pengurusan administrasi perjalanan dinas berupa surat tugas dan surat




perintah perjalanan dinas yang saat ini telah berbasis digital aplikasi yaitu
Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas

atau disingkat (Smart SPPD) telah tergolong baik yang memberikan
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dinas (SPPD) menjadi terintegrasi melalui aplikasi tersebut.

4. Profesionalitas
Pada Teori yang dikemukakan oleh Warsito Utomo (2012) yaitu
“profesionalisme mengarah kepada kemampuan maupun kompetensi yang
harus dimiliki oleh semua komponen atas tanggung jawab dan tugas yang
dibebankan kepadanya”. Pada penelitian ini profesionalitas yang dimaksud

yaitu meliputi pada kempetensi maupun kemampuan yang dimiliki pegawai

15




dalam penerapan tata kelola sistem manajemen administrasi cermat surat

perintah perjalanan dinas (Smart SPPD) pada Sekretariat Daerah Kabupaten

dikemukakan oleh Warsito Utomo (2012) mengenai profesionalisme yang
diterapkan pada penerapan berbasis digital aplikasi merupakan perubahan
dalam pengurusan administrasi perjalanan yang saat ini telah temuat ke dalam
Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas
atau (Smart SPPD). Adnya aplikasi ini memberikan kejelasan dalam
pemahaman terhadap tahapan-tahapan pelayanan, mulai dari memberikan
pemahaman kepada Aparatur Sipil Negara (ASN) pengguna layanan
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Profesionalisme menjadi salah satu unsur dalam mewujudkan good

government yang harus dimiliki oleh setiap pegawai maupun pegawai sebaga

pemberi layanan di suatu intansi pemerintahan khususnya di kantor
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menyampaikan pendapat berupa masukan, serta berpartisipasi aktil' dalam
keputusan dalam hal Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat
Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart SPPD) pada kantor Sekretariat
Daerah Kabupaten Barru.

Berdasarkan hasil penelitian dari semua informan dan observasi yang
dilakukan oleh peneliti dapat disimpulkan bahwa terkait partisipasi dalam

Tata Kelola Sistem Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah
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Perjalanan Dinas (Smart SPPD) telah sesuai atas antusias Aparatur Sipil

Negara (ASN) menyambut penggunaan berbasis digital aplikasi dalam

melalui pihak lain akan tetapi telah melalui aplikasi digital yaitu Sistem
Manajemen Administrasi Cermat Surat Perintah Perjalanan Dinas (Smart
SPPD), ini agar tingkat partisipasi dalam penggunaan aplikasi itu dapat
semakin tinggi. maka sistem digital aplikasi akan terus dikembangkan dan

diterapkan pada kantor Sckretariat Daerah Kabupaten Barru.
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Berdasarkan hasilpenc, rukan oleh penulis dengan judul

“Tata Kelola

1 (BS

yang ditentukan agar memiliki kepastian hukum dalam legalitasnya. Terkait

rasa adil yaitu menjamin keputusan yang telah diambil demi kepentingan
memudahkan dalam hal perjalanan dinas melalui aplikasi Smart SPPD pada
kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Barru.

3. Akuntabilitas, yang diberikan cukup baik hal ini menunjukan bahwa
pengagas sistem berbasis digital ini yaitu aplikasi Smart SPPD dapat




mempertanggungjawabkan program yang telah diterapkan atas keberhasilan
melalui seluruh rangkaian yang berlaku, mensosialisasikan mengenai

kejelasan alur atau tata cara penggunaan aplikasi Smart SPPD, serta

mensosialisasikan kepada pengguna.

. Partisipasi, terlihat dari antusias Aparatur Sipil Negara (ASN) menyambut
dengan baik penggunaan berbasis digital dalam pengurusan administrasi
perjalanan dinas melalui aplikasi Smart SPPD, berpartisipasi aktif atas
program ini, juga sangat diapresiasi atas keberhasilanya ini dapat
meningkatkan kinerja pelayanan publik di lingkup Pemerintah Kabupaten

Barru.




B. Saran
Berdasarkan kesimpulan diatas. maka dapat disampaikan beberapa saran
dalam rangka menciptakan tata kelola pemerintahan yang baik (good

pencapaian dalam aturan hukum yang diberlakukan, akuntabilitas,

transparansi, profesionalisme pegawai serta partisipasi perlu dipertahankan
dan ditingkatkan guna terpeliharanya tata kelola pemerintahan yang baik
(good government) melalui peningkatan pelayanan publik.

4. Dengan adanya aplikasi ini berharap agar pemerintah Kabupaten Barru
dapat menerapkan aplikasi ini ke semua perangkat dacrah lingkup
Pemerintah Kabupaten Barru.
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DOKUMENTASI

‘Launching Smart SPPD Barru di hadirl oleh
Bupati Barru, Sekda Barru. Para kabeg, Para Asisten. dan Staff ahll
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Gambar ; Partisipasi ASN dalam Sosialisasi SMART SPPD
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Hedir Alamsyah, lahir di Pare-Pare pada tanggal 20
Oktober 2000, penulis merupakan anak kedua dari 4
bérsaudara, dari pasangan bapak H. Haeruddin dan Ibu
Hj. Wahidih, pennlis telah menyelesaikan pendidikan
‘dibangku SD Inpres Negéri | Barru tamat pada tahun
2012, dan melanjutkan Pendidikan di SMP Negeri |

Barru tamat pada tahun 2012. Setelah tamat, Penulis melanjutkan ke SMA Negeri
I Barru dan tamat pada tahun 2018 dan pada tahun yang sama penulis terdatar
sebagai Mahasiswa di Universitas Muhammadiyab Makassar. Fakulas llmu Sosial
dan Ilmu Poliik. Jurusan [mu Pemerintahan melalui seleksi  penerimaan
Mahasiswa Baru. dan mendapatkan gelar 8.1 Jurusan [imu Pemerintahan dengan
Judul “Tata Kelold Sistem Manajemen Administrasi Cormat Surat Perintah
Perjalanan Dinas (Smart SPPP) pada Sekretariat Dacral Kabupaten Barru. Penulis
sangat bersyukur, karena telah diberikan kesempatan untuk menambah ilmu

pengetahun yang nantinya dapat diamalkan dan memberikan manfaat.
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